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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perubahan 
PTKP dan Penghapusan Sanksi Pajak secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan 
WP OP dalam Membayaar PPh 21 di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis kuantitatif, Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 
Orang Pribadi di kota Palembang dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah di 
KPP Pratama Ilir Barat 1 Palembang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling, Dengan jumlah kuota 
sampel sebesar 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa Perubahan PTKP dan Penghapusan Sanksi Pajak berpengaruh 
signifikan secara parsial dan simultan terhadap Kepatuhan WPOP dalam membayar PPh 
21 di kota Palembang.  
 
Kata Kunci : PTKP, Penghapusan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi. 
 
Abstract  
This study aims to determine how big the effect of PTKP Change and Partial Tax 
Sanctions Removal partially and simultaneously against the WP OP Compliance in PPh 
21 in Palembang City. This research uses quantitative analysis techniques, the object of 
research in this study is Individual Taxpayer in Palembang city and the subject of 
research in this research is in KPP Pratama Ilir Barat 1 Palembang. Sampling method in 
this research is using Simple Random Sampling technique, With the number of sample 
quota of 100 respondents with predetermined criteria. The result of research stated that 
PTKP Change and Elimination of Tax Sanction have significant partial and simultant 
effect to WPOP Compliance in paying PPh 21 in Palembang city. 
 





Indonesia merupakan suatu Negara yang menerapakaan tarif pajak yang  variatif 
kepada masyarakat, yang di lihat dari pendapatanya. Pajak adalah penerimaan Negara 
yang berpotensi besar dari masyarakat dalam membiayai pengeluaran serta biaya Negara. 
Pajak peghasilan merupakan Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada 
masyarakat (Michel Salim & Lili Syafitri,2013). 
Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan Wajib Pajak yaitu 
upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran lain berhubungan dengan pekerjaan /Jabatan, dan 
jasa. 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah 
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghaslian yang diterima atau 
diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang  memperoleh 
penghasilan, dalam unadang-undang ini disebut Wajib Pajak. 
 
Salah satu sumber peneriman Negara di dapatkan dari penghasilan rakyat yang 
menjadi peran dan kewajiban rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. 
Apabila setiap wajib pajak yang menyadari kewajibannya dalam membayar pajak, maka 
penerimaan negara atas pajak akan mengalami peningkatan dan bukan mengalami 
penurunan, karena jumlah wajib pajak mengalami potensi peningkatan setiap tahunnya. 
Secara tidak langsung, wajib pajak dalam membayar pajaknya secara rutin juga bisa 
membantu dalam perkembangan ekonomi Negara. Dan wajib pajak yang membayar pajak 
juga bisa merasakan manfaat yang diberikan dari pajak tersebut. Mislanya dapat 
menikmati pembangunan dan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah  dari dana 
penerimaan pajak tersebut. 
 
Pada tanggal 22 Juni 2016 pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Mentri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 101/PMK.010/2016 mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 januari 
20016. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7 ayat (1) 
undang-undang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali 
mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 
 
Dalam pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016 besarnya tarif Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) adalah Rp 54.000.000. Berikut ini rincian Penghasilan Tidak Kena 
Pajak terbaru tersebut :  
 Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 
 Rp   4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 
 Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 
 Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga. 
 
Tabel 1.1 menunjukkan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari 
tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia.  
 
Tabel 1.1 
Perubahan PTKP dari Tahun ke Tahun 
(dalam rupiah) 
 











UU No.8 Tahun 1983 960.000 480.000 480.000 960.000 
UU No.10 Tahun 
1994 1.728.000 864.000 864.000 1.728.000 
UU No.17 Tahun 
2000 2.880.000 1.440.000 1.440.000 2.880.000 
564/KMK.03/2004 12.000.000 1.200.000 1.200.000 12.000.000 
137/PMK.05?2005 13.200.000 1.200.000 1.200.000 13.200.000 
UU No.36 Tahun 
2008 15.840.000 1.320.000 1.320.000 15.840.000 
162/PMK.011/2012 24.300.000 2.025.000 2.025.000 24.300.000 
122/PMK.010/2015 36.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000 
101/PMK.010/2016 54.000.000 4.500.000 4.500.000 54.000.000 
 
Sumber: www.kompasiana.com (diolah kembali oleh penulis) 
 
 
Pada dasarnya, rincian PTKP sudah dijabarkan secara rinci dalam undang-undang 
pajak penghasilan. Karena kondisi ekonomi di Indonesia sangat fluktuatif, artinya batasan 
PTKP harus menyesuaikan dengan kondisi perkenonomian di Indonesia. Hal tersebut 
yang menyebabkan menteri keuangan sering kali mengeluarkan peraturan tentang batasan 
PTKP terbaru tiap tahunnya yang disesuaikan untuk membuat keadilan diantara wajib 
pajak, dibidang perpajakan. 
 
Salah satu kebijakan dalam menaikkan PTKP ini harus  didukung oleh berbagai 
pihak karena akan berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, 
kenaikan PTKP akan membuat peningkatan konsumsi dalam negeri. Karena membuat 
penghasilannya bertambah dengan tidak dipotong untuk membayar pajak, sehingga bisa 
dialokasikan untuk konsumsi atau belanja kebutuhannya. Merupakan usaha pemerintah 
dalam menaikan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat 
dalam negeri. Kedua, dampak kenaikan  take home pay  berpotensi meningkatkan 
tabungan atau  saving  masyarakat, uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar 
Pajak Penghasilan bisa ditabung jika WP memilih untuk tidak membelanjakannya. 
Peningkatan pola  saving  ini akan menjadi keuntungan bagi perbankan untuk dapat 
memutar kembali uang tersebut dalam bentuk pinjaman kredit usaha mikro, pembiayaan 
cicilan kredit properti dan instrumen lainnya yang dapat menggerakkan roda 
perekonomian bangsa. Ketiga, kenaikan batas PTKP membuat beberapa WP Karyawan 
yang gajinya lebih kecil atau sama dengan tarif PTKP tidak perlu harus melapor. Sehinga 
membuat keringanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak lagi 
terbebani pemotongan PPh 21. 
 
Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan 
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.  
 
Dengan berubahnya tarif PTKP, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Penghasilan Pasal 21, Hal ini yang menyebabkan kemungkinan penurunan 
penerimaan pajak penghasilan, tetapi penurunan ini hanya bersifat sementara. Jumlah 
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat berubahnya tarif PTKP ditunjukkan pada 
Tabel 1.2 berikut.   
Tabel 1.2 
Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang 
Tahun 2012-2016 
 (dalam Jutaan Rupiah) 
 







Sumber : (KPP Pratama Ilir Barat, 2017) 
 
Dengan adanya Perubahan PTKP maka penerimaan pajak akan berpengaruh, 
sehingga menimbulkan dampak positif atau negatif. Di satu sisi, Perubahan PTKP akan 
berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21,  karena besarnya tarif PTKP 
membuat penghasilan WP tidak dipotong PPh Pasal 21 dan menyebabkan jumlah 
pembayaran PPh Pasal 21 akan berkurang dan menimbulkan potential loss. Namun di sisi 
lain, perubahan PTKP akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak 
lainnya. 
Menurut Yenni Ariani (2017) dari data KPP Pratama Ilir Barat Palembang, 
kepatuhan Wajib Pajak di Palembang masih mengalami penurunan selama 5 tahun 
terakhir ini. Berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun 2012 sampai 2016 
 
Tabel 1.3 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Tingkat Kepatuhan Pajak Di KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat 








(b/a x 100%) 
2012 86.633 36.405 42,0% 
2013 95.158 34.547 36,3% 
2014 104.390 42.303 40,5% 
2015 113.169 48.533 42,9% 
2016 124.351 49.158 39,5% 
 
Sumber : (Yenni Ariani H.E. 2017) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa selama 5 tahun terakhir dari tahun 
2012 sampai 2016, tingkat kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun. Sehingga kondisi 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Di lihat dari tingkat persentasenya cenderung mengalami 
ketidak stabilan. 
 
Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan 
penghapusan sanksi pajak. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi 
administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan. Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku di tahun 2015. Pemerintah 
berusaha menyampaikan peraturan kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak melalui 
sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang 
disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya WP yang belum taat perpajakan. 
Kenyataannya informasi peraturan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak tidak 
sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah WP yang tidak mau membayar atau 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih banyak. (Istiqomah, 2017). 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dilakukan 
untuk melihat pengaruh perubahan PTKP, dan penghapusan sanksi pajak terhadap 




2. Landasan Teori 
 
Menurut Hasibuan (2003), menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. 
Kepatuhan yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 
tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, 
dan terwujudnya tujuan masyarakat, maka setiap orang harus berusaha agar mempunyai 
kepatuhan yang baik. 
 
Pengertian Pajak menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 
1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Soemitro dalam Mardiasmo 
(2013, h.1) memberikan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
 
Menurut Resmi (2014, h.74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
suatu tahun pajak. Penghasilan kena pajak menurut Undang-undang Perpajakan adalah 
keuntungan bersih perusahaan selama periode tertentu setelah dikurangi dengan koreksi 
fiskal, menurut Undang-undang PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan dengan 
menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008. Dari 
perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya kewajiban PPh Badan yang masih harus 
dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. 
 
Menurut (Suwanto Dian P) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas 
Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan 
Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai Sunset 
Policy Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai Reinventing Policy. 
Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA). Program PPSA 
diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib 
Pajak. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program 
penegakkan hukum yang lebih keras. 
 
Mengutip dari Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, tercantum kalimat Kepada 
orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa 
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (UU No 10 Tahun 
1994). artinya, Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Dari sini kita mengetahui 
bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan pengurang 
penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya 
penghasilan kena pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 
Januari tahun pajak yang bersangkutan. (Siti Hadijah, 2016). 
 
KerangkaPemikiran yang digunakan di dalam penelitian sebagai berikut: 
 
                   H3 
           
 
 
      
          H1 
 
 
          H2 
 
          Keterangan : 
                      = Parsial 
                              = Simultan 
Sumber: Peneliti, 2017     
  
Gamabar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 2.1, kerangka pikir penelitian yang menjelaskan adanya hubungan variabel 
Independen (Perubahan PTKP dan Penghapusan sanksi Pajak) terhadap variabel 













3. Metodologi Penelitian 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 
deskriptif, dalam penelitian ini, metode deskriptif bertujuan untuk memberikan sebuah 
gambaran yang akurat dari sebuah data, proses, hubungan antar kejadiaan atau suatu 
mekanisme. 
 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah WPOP di kota Palembang, sedangkan 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak. 
 
Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama 
Palembang Ilir Barat. Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling di 
mana peneliti dalam memilih sample dengan memberikan kesempatan yang sama. Untuk 
menentukan jumlah sampel yang digunakan, menggunakan rumus slovin, Sampel yang 
digunakan dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat, sebanyak 100 Wajib Pajak. 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan 
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan penyebaran kuisioner. Analisis data 




4. Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil pengolahan data yang sudah dilakukan terhadap variabel bebas dan variabel 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .756a 
.571 .563 1.94234 
a. Predictors: (Constant), Harga, Kualitas_Pelayanan, Fasilitas 
Berdasarkan tabel tersebut nilai R Square sebesar 0,571 atau 57,1%. sehingga 
variabel yang digunakan pada penelitian ini mampu menjelaskan varian dari kepuasan 
konsumen sebesar 57,1%. Sementara sisanya sebesar 0,429 atau 42,9% dipengaruhi oleh 
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .753 1.232  .612 .542 
PTKP .315 .062 .346 5.041 .000 
Penghapusan 
Sanksi Pajak 
.600 .070 .590 8.581 .000 
      
a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP 
 
Kepatuhan WPOP  =  0,753 + 0,315PTKP + 0,600Penghapusan Sanksi Pajak  
Persamaan di atas menggambarkan  jika nilai variabel bebas nol, maka Kepatuhan 
WPOP sebesar 0,753. Nilai koefisien regresi sebesar 0,315 berarti jika nillai variabel 
PTKP  naik sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai kepatuhan WPOP sebesar 0,315. 
Nilai koefisien Penghapusan sanksi Pajak sebesar 0,600 menggambarkan jika variabel 
Penghapusan sanksi Pajak naik sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan 
WPOP sebesar 0,600.  
Hasil uji T untuk variabel PTKP sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa 
PTKP  berpengaruh signifikan  positif terhadap kepatuhan WPOP. Variabel Penghapusan 
Sanksi Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa 









Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 488.040 2 244.020 64.681 .000b 
Residual 365.951 97 3.773   
Total 853.991 99    
a. Dependent Variable: Keptuhan WPOP 
b. Predictors: (Constant), PTKP,Penghapusan Sanksi Pajak 
Hasil perhitungan uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung 
sebesar 64.681, menunjukkan adanya  pengaruh signifikan secara simultan antara PTKP 
dan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, melalui uji hipotesis secara parsial (Uji 
T) dan secara simultan (Uji F) menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independen 
(PTKP dan Penghapusan Sanksi Pajak) berpengaruh signifikan secara parsial (sendiri-
sendiri) dan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Kepatuhan 
WPOP), dan dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel 
independen (PTKP dan Penghapusan Sanksi Pajak) berpengaruh terhadap variabel 
dependen (Kepatuhan WPOP) sebesar 0,571 atau 57,1%. Hal tersebut menyimpulkan 
bahwa selain variabel independen yang diteliti terdapat variabel independen lain yang 
ikut mempengaruhi Kepatuhan WPOP dalam membayar PPh 21 di kota Palembang 
sebesar 0,429 atau 42,9%. 
 
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu agar dapat dijadikan referensi 
bagi perusahaan untuk menerapkan variabel-variabel yang mampu meningkatkan 
Kepatuhan WPOP, diharapkan dapat dimanfaatkan KPP Pratama Ilir Barat untuk 
melakukan evaluasi terhadap Perubahan PTKP dan Penghapusan Sanksi Pajak yang 
ditawarkan guna untuk memenuhi kepatuhan WPOP, dan dalam penelitian ini variabel 
independennya belum dapat menjelaskan secara keseluruhan bahwa variabel apa saja 
yang mampu mempengaruhi kepatuhan WPOP, oleh karena itu disarankan pada peneliti 
lain untuk memasukkan variabel lainnya yang memungkinkan juga dapat berpengaruh 
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